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PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Btk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON  I,  tempat  dan  tanggal  lahir  Marawan  Lama,  xxxxxxxxx,

agama Islam, pekerjaan Pandu Kapal, Pendidikan Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  di  xxxxxxxxxxx  Desa  Marawan

Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan

sebagai Pemohon I; 

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Teluk Mampun, xxxxxxxx, agama

Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  Pendidikan

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  xxxxxxxxx  Desa

Marawan  Lama,  Kecamatan  Dusun  Utara,  Kabupaten

Barito Selatan sebagai Pemohon II;   

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan Pemohon I  dan  Pemohon II  serta  para

saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dalam  surat  permohonannya

tertanggal  03  Mei  2024  telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat  Nikah  yang  telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan

Agama Buntok  dengan  Nomor  21/Pdt.P/2024/PA.Btk  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut: 
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1. Bahwa pada hari Jumat, 03 Desember 2021 Pemohon I dan Pemohon II

telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di  Desa Marawan

Lama,  Kecamatan  Dusun  Utara,  Kabupaten  Barito  Selatan,  dihadapan

seorang penghulu bernama Misyan bin Nayan;  

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali  nikahnya adalah wali  nasab

yaitu  ayah  kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Ramlan.  Ijab  dan  Kabul

dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;  

Dengan saksi nikah masing-masing bernama: 

a. Ahmad Akbar. 

b. Sumardon.

mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat  perkawinan tersebut Pemohon I  berstatus jejaka dan

Pemohon II berstatus perawan. 

4. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  pertalian  nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan

tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat

tinggal di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito

Selatan, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak

pernah  bercerai  dan  telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri

suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1  (satu)   orang  anak  bernama anak  para

Pemohon, tempat tanggal lahir Marawan Lama, xxxxxxxx;  

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain (poligami);  

7. Bahwa Pemohon II  tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki  lain

(poliandri);  

8. Bahwa  selama  perkawinan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat  perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut  dan

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;  

9. Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kehendak untuk menikah

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan namun keinginan tersebut ditolak oleh
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Petugas Pencatat Nikah tersebut dikarenakan Pemohon II belum cukup umur, 

 oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah

dari  Pengadilan  Agama  Buntok  guna  dijadikan  dasar  hukum  untuk

mendapatkan Kutipan Akta Nikah;  

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I)  dengan

Pemohon  II  (PEMOHON  II) yang  dilaksanakan  pada  hari  Jumat,  03

Desember  2021  di  Desa  Marawan  Lama,  Kecamatan  Dusun  Utara,

Kabupaten Barito Selatan;  

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

perkawinannya  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  tempat  tinggal

Pemohon I dan Pemohon II;  

4.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara yang timbul akibat perkara ini;  

 Subsider

 Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pengadilan  telah  mengumumkan  kepada  masyarakat  dengan

surat pengumuman nomor : 21/Pdt.P/2024/PA.Btk pada tanggal 3 Mei 2024 dan

sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon I dan

Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan

Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
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Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah  mengajukan

bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1.----------------------------------------------------------------------------------------------

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 22-03-

2019,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Selatan,

Provinsi  Kalimantan Tengah, bukti  tersebut  telah  dinazegelan,  setelah

diperiksa  secara  teliti,  ternyata  bukti  tersebut  sesuai  dengan  aslinya,

selanjutnya diberi tanda P.1;

2.----------------------------------------------------------------------------------------------

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 23-12-

2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Selatan,

Provinsi  Kalimantan Tengah, bukti  tersebut  telah  dinazegelan,  setelah

diperiksa  secara  teliti,  ternyata  bukti  tersebut  sesuai  dengan  aslinya,

selanjutnya diberi tanda P.2;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. SAKSI  I, tempat  tanggal  lahir  di  Baru,  xxxxxxxx,  agama Islam,

pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxxxx,

Desa  Marawan  Lama,  Kecamatan  Dusun  Utara,  Kabupeten  Barito

Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam

hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  adalah suami isteri  yang

menikah pada tanggal  03 Desember 2021 di  Desa Marawan

Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, dan

saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa  yang  menjadi  Wali  Nikah  Pemohon  II  adalah  saksi

sendiri  yang merupakan ayah kandung Pemohon II,  dan ijab

kabul  dilaksanakan  antara  wali  nikah  Pemohon  II  dengan

Pemohon I;
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- Bahwa  yang  menjadi  saksi  nikah  ada  2  (dua)  orang,  yakni

Ahmad  Akbar  dan  Sumardoni,  yang  kedua  saksi  tersebut

adalah  laki-laki  muslim,  baligh,  sehat  dan  berakal,  dengan

mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus

ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa  saat  menikah  status  Pemohon  I  adalah  jejaka,

sedangkan  Pemohon  II  berstatus  perawan,  dan  diantara

keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan

lain yang dilarang untuk menikah; 
- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Pemohon I  dan Pemohon II

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu  gugat  pernikahan  mereka  dan  selama  itu  pula

keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan

Buku  Kutipan  Akta  Nikah  sehinggaa  sangat  membutuhkan

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok,

guna kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Marawan Lama, xxxxxxx, agama

Islam,  pekerjaan  Tani, pendidikan  terakhir  SLTP, tempat  kediaman di

xxxxxxxxx, Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupeten

Barito  Selatan di  bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam

hubungan sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  adalah suami isteri  yang

menikah pada tanggal  03 Desember 2021 di  Desa Marawan

Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, dan

saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa  yang  menjadi  Wali  Nikah  Pemohon  II  adalah  ayah

kandung  Pemohon II  yang  bernama Ramlan,  dan  ijab  kabul

dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa  yang  menjadi  saksi  nikah  ada  2  (dua)  orang,  yakni

Ahmad  Akbar  dan  Sumardoni,  yang  kedua  saksi  tersebut
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adalah  laki-laki  muslim,  baligh,  sehat  dan  berakal,  dengan

mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus

ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa  saat  menikah  status  Pemohon  I  adalah  jejaka,

sedangkan  Pemohon  II  berstatus  perawan,  dan  diantara

keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan

lain yang dilarang untuk menikah; 
- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Pemohon I  dan Pemohon II

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu  gugat  pernikahan  mereka  dan  selama  itu  pula

keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan

Buku  Kutipan  Akta  Nikah  sehinggaa  sangat  membutuhkan

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok,

guna kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan

Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi

tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti

lagi  dipersidangan  dan  telah  mengajukan  kesimpulannya  secara  lisan  yang

pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya

mohon dikabulkan;

Bahwa,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menyatakan  tidak  akan

menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor  50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara

ini  menjadi  kewenangan  (kompetensi  absolut)  Pengadilan  Agama  in  casu

Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang,  bahwa meskipun permohonan  tersebut  telah  diumumkan

sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu

14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu

permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan

dan  mendalilkan  sebagai  pasangan  suami-istri  yang  sah,  oleh  karena

pernikahan  tersebut  tidak  tercatat  sehingga  memohon  penetapan  dari

pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya

sebagai  para  pihak  dalam  perkara  ini,  berdasarkan  pengakuan  tersebut

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mempunyai

kedudukan sebagai para pihak (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  pada  pokoknya

mengajukan  permohonan  Itsbat  Nikah  atas  pernikahan  mereka  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  03  Desember  2021  di  Desa  Marawan  Lama,

Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan dan itsbat nikah tersebut

diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah,

karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-

dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2

(dua) orang saksi;
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Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan

P.2,  tersebut  merupakan  fotokopi-fotokopi  yang  di-nazegellen sebagaimana

ketentuan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  70/PMK.03/2014  Tentang  Tata

Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal

3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

telah  juga  diperiksa  secara  saksama  ternyata  cocok  dengan  aslinya  serta

memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh

karena itu  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa alat  bukti  surat  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima

dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu

Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  yang  termuat  nama/identitas

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa

jika  kedua  Pemohon  beragama  Islam  dan  bertempat  tinggal  di  wilayah

Yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Buntok  sehingga  Pengadilan  Agama  Buntok

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan

2  (dua)  orang saksi  yang  kualifikasi  saksi-saksi  tersebut  tidak  bertentangan

dengan ketetuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan

keterangan  dipersidangan  dibawah  sumpahnya  sehingga  sesuai  dengan

ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil  keterangan saksi-saksi,  maka

Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi  berdasarkan  pengetahuan

mereka sendiri  dan juga saling  bersesuaian,  sehingga memenuhi  ketentuan

Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu

materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya

menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim

agar memberikan penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  kedua  Pemohon

yang  dikuatkan  dengan  bukti-bukti  tertulis  maupun  keterangan  saksi-saksi,

yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan

pada  tanggal  03  Desember  2021,  di  Desa  Marawan Lama,  Kecamatan

Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan,  dengan  wali  nikah adalah  ayah

kandung Pemohon II yang bernama Ramlan, yang ijab kabul dilaksanakan

antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;

 Pernikahan  tersebut  juga  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  nikah  yang

keduanya muslim, baligh dan berakal yaitu Akhmad Akbar dan Sumardoni,

serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

dibayar tunai;

 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka atau bujang

sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

 Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  memiliki  hubungan

darah atau sesusuan yang diharamkan untuk menikah, dan keduanya tetap

beragama Islam, serta tidak pernah bercerai;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah

bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa  tidak  ada  pihak  ketiga  yang  keberatan  terhadap  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas,  maka telah

terbukti  pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  telah memenuhi  syarat  dan

rukun  nikah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  dan
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antara keduanya tidak  ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud

Pasal 39 sampai dengan  Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta-fakta  hukum  di  atas  juga,  Majelis

Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  hukum  yang  selanjutnya  diambil  alih

sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab I’natut Thalibin juz  4 halaman 254 yang berbunyi :

ــوى وفى ــلى بنكــاح الدعـ و صحـتـه ذكـر امــرأة عـ

رضاها و عـدول وشاهدين ولى نحو من شـروطه

Artinya  : “Pengakuan  pernikahan  seorang   laki-laki   dengan  seorang

perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan,

dan syarat-syaratnya seperti   seorang wali  dan 2 orang saksi

yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat  dalam kitab  al-Anwar  Juz II  halaman 146 yang selanjutnya

diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang

berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بهــا حــقّ من

الحقوق كالصّداق والنـــفقة والمراث أولم يقترن

Artinya : “Jika   seorang   wanita   mengaku   telah   dinikahi   sah oleh

seorang pria,  maka dapatlah diterima pengakuannya itu,  baik

yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan

atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلنة زوجة فلن شــهد بالزّوجيـــــة مــا دام لم

يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barang  siapa  yang  mengetahui bahwa sesorang perempuan

itu  sebagai   istri  seorang  laki-laki  maka  disaksikan/dihukumi

masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti

yang menentukan lain (putusnya nikah)”;
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Menimbang,  bahwa  Pasal  7  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan bahwa :  “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

terbatas  mengenai  hal-hal yang  berkenaan  dengan : a. adanya perkawinan

dalam rangka  penyelesaian  perceraian;  b.  hilangnya  akta  nikah;  c.  adanya

keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya

perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun

1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim  berpendapat  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan

Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

pada tanggal 03 Desember 2021, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun

Utara, Kabupaten Barito Selatan, patut disahkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang,  bahwa  petitum  tentang  pencatatan  perkawinan,  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan,  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan

perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat

sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara
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Menimbang,  bahwa perkara  ini  voluntair dan  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

No.  3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  No.  50

Tahun  2009, maka segala biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan

kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (PEMOHON  I)  dengan

Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember

2021 di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito

Selatan; 

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

perkawinannya  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II; 

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Penutup

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  3  Juni  2024

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  26  Dzulqaidah  1445  Hijriah,  oleh  kami

Khalishatun Nisa,  S.H.I.,  M.H.   sebagai  Ketua Majelis,  Abdulloh Mubarok Al

Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  penetapan tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nor Kifli,  S.H.I.  sebagai  Panitera serta

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; 

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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TTD

Abdulloh Mubarok Al Ahmady,
S.H.I., M.E.

TTD

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Risky Fajar Sani, S.H.
Panitera,

TTD

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya 
Panggilan

: Rp 200.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

   Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

        

Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan dan diberikan atas permintaan Para Pemohon

Buntok, 03 Juni 2024

Panitera

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.
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